Menimbang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 41 TAHUN 1980
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

Presden Republik Indonesia,

bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota-anggota Badan Permusyawaratarn/Perwakilan Rakyat telah diubah yang
pertama kali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi yang
kedua kdi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;

. bahwa sehubungan dengan hal itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratarn/Perwakilan Rakyat
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, tidek sesual lagi sebagal peraturan
pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum;

. bahwa mengenai hd-hd tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Proping

Daerah Tingkat | Irian Jayamasih dipandang perlu diatur tersendiri;

. bahwa mengingat keadaan dan perkembangan Proping Daerah Tingkat | Timor

Timur, maka cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Proping Daerah Tingket |
Timor Timur dalam ha-hd tertentu dapat berbeda dengan di Daerah-daerah lain
dalam wilayah Republik Indonesia yang diatur tersendiri;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut ddam huruf a b, ¢, dan 4, perlu
ditetgpkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang
Pemilinan Umum dan mencabut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1976 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977
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Mengingat

1. Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota

anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun
1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
PermusyawarataryPerwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun
1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratarn/Perwakilan Rakyat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3163);

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan

Maédis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakya Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang
Susunan dan Kedudukan Majdis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

Di.Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041);

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Parta Politik dan Golongan

Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3062);

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-

Timur ke Daam Negara Kesatuan Republik Indonesa dan Pembentukan
Propind Daerah Tingkat | Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran

Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pdaksanaan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3066);
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MEMUTUSKAN :

Menetegpkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-

UNDANG PEMILIHAN UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Y ang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a

Undang-undang adalah Undang-undang Pemilinan Umum yaitu Undang-undang Nomor 15
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratar/Perwakilan
Rakyat sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;

Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat adalah Mgelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat |, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tingkat 11 yang selanjutnya berturut-turut dapat dissbut MPR, DPR, DPRD |,
dan DPRD Il;

Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD Il

Pemilih addah Warganegara Republik Indonesa sebagai dimaksud dadam Pasa 9 Undang-
undang;

Organisas  Penydlenggara/Pdlaksana Pemilihan Umum addah Lembaga Pemilihan Umum,
Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat
I, Panitia Pemilinan Daerah Tingkat 11, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut
LPU, PPI, PPLN, PPD I, PPD |1, PPS, PANTARLIH, dan KPPS;

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Panitia-panitia sebagal dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4b) Undang-undang, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat,
Panitia Pengawas Pdaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat |, Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilinan Umum Daerah Tingkat |1, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan
Umum Kecamatan yang sdanjutnya berturut-turut dapat dissout PANWASLAKPUS,
PANWASLAK |, PANWASLAK [1, dan PANWASLAKCAM,;

Organisas peserta Pemilinan Umum addah tiga organisas kekuatan sosid politik yaitu Partal
Persatuan Pembangunan, Partai Demokras Indonesa, dan Golongan Karya yang selanjutnya
berturut-turut dapat disebut Partal Persatuan, PDI, dan GOLKAR,;

Pendaftar adalah Anggota-anggota PANTARLIH sebagal dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
huruf e Undang-undang aau petugas yang membantu PANTARLIH terssbut dalam
penydenggaraan pendaftaran pemilih;

DesalK elurahan adalah Desa atau Kelurahan atau Daerah setingkat Desal/K elurahan.
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Pasal 2

Penyelmggaram Pemilihan Umum mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Pendaftaran pemilih / jumlah penduduk.

Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan.
Pengajuan nama dan tanda gambar organised.

Pengajuan nama caon (pencalonan).

Penelitian calon-calon.

Penetapan calon-caon/penyusunan daftar calon.

Pengumuman daftar calon.

Kampanye pemilihan.

Pemungutan suara.
. Penghitungan suara
. Penetapan hasil Pemilinan Umum mdliputi :

a  pembagian kurs (jumlah kurs untuk tiap organisas);

b. penetgpan terpilih;

C. penetgpa/peresmian menjadi anggota.
12. Mengadakan upacara pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan

Permusyawaratar/Perwakilan Rakyat.
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Pasal 3

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan
Madis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor [I/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamdlan Pancasla (Ekaprasetya Pancekarsa) dan Ketetapan Madis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa tentang Garis-garis Besar Hduan Negara serta tetap
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

Pasal 4
Apabila awva dan atau akhir suatu waktu kegiatan dalam penyelengaraan Pemilihan Umum yang
dissbut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka waktu kegiatan tersebut diundurkan
pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 5
Pemerintah dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, gpabila suatu atau

beberapa kegiatan ddam penyelenggaraan Pemilihan Umum ternyata atau dapat diduga tidak dapat
dijaankan pada waktu yang ditentukan.
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BAB II
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENY ELENGGARA/
PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama
Lembaga Pemilihan Umum

Pasal 6

(1) Lembaga Pemilihan Umum (LPU) terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan
Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.

(2) Menteri Dalam Negeri sdaku Ketua LPU, meaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan
Umum sebagai dimaksud dalam Pasdl 8 ayat (2) Undang-undang.

(3) Presiden dgpat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagal Ketua
LPU dalam hal Menteri Daam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.

(4) Untuk kelancaran penydenggaraan Pemilihan Umum, Presden atau Ketua LPU dengan
persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain dan atau menunjuk pejabat-peabat
untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU.

(5) Daam hd-hd yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.

Pasal 7

Tugas LPU addlah:
a mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum;
b.  memimpin dan mengawas Panitia-panitia yang ada pada L PU;
c. mengumpulkan dan menssematisaskan bahan-bahan serta data-data tentang hasil Pemilihan
Umum;
d. mengerjakan ha-hd lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasal 8

(1) Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :

Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketug;

Menteri Kehakiman sebagal Anggota, merangkap Wakil Ketug;

Menteri Penerangan sebagal Anggota, merangkap Wakil Ketua;

Menteri Keuangan sebagai Anggota;

Menteri Pertahanan-K eamanar/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota;
Menteri Perhubungan sebagal Anggota;

0. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota
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(2) Tugas Dewan Pimpinan LPU addah:
a menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum;
b. mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh
Dewan Pertimbangan LPU.

(3) Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetgpkan dengan Keputusan Presiden.
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